
SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN 
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 295 TAHUN 2021 TENTANG 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN 

BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS 

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor

028/940/DPMPTSP-V/2022 perihal Inventarisasi Jenis 

Perizinan dan Non Perizinan ada perubahan jenis 

perizinan bemsaha berbasis risiko dan Non Perizinan 

dari Perangkat Teknis terkait yang belum didelegasikan 

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan basil inventarisasi, Peraturan

Bupati Nomor 295 Tahun 2021 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

Perizinan Bemsaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan 

Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu 

diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembahan 

Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 tentang 

Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan

Perizinan Bemsaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan 

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin;



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821);

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5038);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757);

5.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573);

7.
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Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 221);

8.

9.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6617);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6618);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6628);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas 

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 272);

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 

9 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

2021 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Nomor 263 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 

263);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 295 TENTANG

KEWENANGAN DALAMPENDELEGASIAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

MUSI BANYUASIN.
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Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 

Nomor 295 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Musi Banyuasi (Berita Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 295), diubah 

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 

Bupati ini.

Pasal II

mulai berlaku padaPeraturan Bupati 

tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin.

ini

Ditetapkan di Sekayu 
pada tanggal 20 Oktober 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu 
pada tanggal 20 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 69
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGJAN HUKUM,

ROMASARI PURBA, SH., M.Si 
NIP 19800715 199903 2 003
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